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ABSTRAK 
 

Muhammad Farhan Athaillah (1183010086), 2023: “Disparitas Putusan 

Tentang Perwalian Yang Diajukan Oleh Orang Tua Kandung (Analisis Putusan 

No.528/Pdt.P/2021/PA.Smdg Dan Putusan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn)”. 

Secara normatif anak di bawah umur jatuh kepada perwalian, jika orang tua 

sudah meninggal. Jika salah satu di antara orang tua yang masih hidup, maka anak 

tersebut tetap berada dibawah kekuasaan orang tuanya tanpa membutuhkan 

penetapan wali oleh pengadilan. Seperti putusan No.528/Pdt.P/2021/PA.Smdg dan 

Putusan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. Kedua putusan ini terjadi disparitas, dimana 

kasus hukumnya sama namun berbeda pada amar penetapannya yaitu, majelis 

hakim Pengadilan Agama Sumedang menetapkan pengabulkan pemohon, 

sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Medan tidak dapat menerima 

permohonan pemohon. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan, Dasar pertimbangan 

hakim dan Landasan hukum hakim dalam Putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg 

dan No. 155/Pdt.P/2021/PA.Mdn tentang Permohonan Perwalian oleh orang tua 

kandung. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terletak pada penetapan pengadilan 

agama tentang perwalian yang berkekuatan hukum tetap, serta persoalan hukum 

formil dan materil yang terjadi pada putusan perwalian. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian analisis isi 

(content analysis)  dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa putusan ditinjau secara formil dan 

materil. Secara formil, putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg adalah putusan 

dilaksanakan di Pengadilan Agama Sumedang, Secara materiil pemohon adalah 

penduduk kabupaten Sumedang, pemohon juga mengajukan bukti yang memenuhi 

syarat sehingga permohonan di kabulkan. Sedangkan secara formil putusan 

No.155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan dengan alasan 

pemohon tidak melengkapi persyaratan nya. Secara materiil Hakim berpendapat, 

bahwa anak tersebut masih mempunyai orang tua dan berada di bawah kekuasaan 

orangtuannya. Kemudian, Dalam Putusan No.528/Pdt.P/2021/PA.Smdg. 

Pertimbangan hakim bertujuan untuk kemaslahatan dengan kepastian hukum. 

Sedangkan dalam putusan No.155/Pdt.P/2021/PA.Mdn pemohon adalah ayah 

kandung dari kedua anak tersebut yang secara langsung ditetapkan oleh undang-

undang menjadi wali tanpa membutuhkan penetapan pengadilan. Adapun Landasan 

hukum Hakim dalam Putusan No. 528/Pdt.P/2021/PA.Smdg. bersumber pada Pasal 

50 dan pasal 51 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Adapun Landasan hukum 

Hakim dalam putusan No.155/Pdt.P/2021/PA.Mdn. bersumber pada Pasal 33 ayat 

(1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
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